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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 3 TAHUN 2023
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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

bahwa pemilihan Kepala Desa yang taat asas sangat penting
dan menentukan penerimaan dan pengakuan masyarakat
terhadap Kepala Desa sebagal sarana perwujudan kedaulatan
rakyat untuk menghasilkan Pemerintahan Desa yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

bahwa dalam rangka menjamin pemilihan Kepala Desa
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil, perlu pengaturan pemilihan Kepala Desa guna
mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang efektif dan efisien,
bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 dipandang sudah
tidak sesuair lagi dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sehingga
perlu disesuaikan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730),



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801},

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggant:1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebyakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandem
Corona Viwrus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapr Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736),

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856),
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322},

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republhik Indonesia Nomor 6623),

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor
199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186),

Peraturan Menter1 Dalam Negern Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menter:
Dalam Neger1 Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menter1 dalam Negern Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409},

Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menten
Dalam Neger:1 Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157),

Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1222),



17 Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),

18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2016 Nomor 9} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2018 Nomor 11},

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018
Nomor 11) diubah sehingga berbuny: sebagai berikut
Pasal 57
Ayat (2)
Kepala Desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih diber
kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode Begitu pula, bagt Kepala
Desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih diben
kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode



Pasal II
Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah 11 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 08 - 2023

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 08 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd
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I.

IL.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

UMUM

Sebaga1 tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara
Nomor 42/PUU-XIX/2021, yang menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat tentang Desa beserta penjelasannya
dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilithan Kepala Desa

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal I

Cukup Jelas



